
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR t4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGADAAN

KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BLIPATI LLTWLT TIMUR,

Menimbang a bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati
serta mendukung kelancaraan penyelenggaraan
pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa,

i*oingf.*., pelayanan kepada masyarakat dan
pemUJraayaan- masyarakat serta meningkatkan
p.rti"ip*ji pemerintah dan masyarakat desa,

i,emerintah Daerah akan memberikan banhran
keuangan bersifat khusus kepa.da Pemerintah Desa

untuklengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat
dan Roda 6ua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Tahun 2O14

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor"6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan
pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus
aitetapt<an oleh Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

aimatsua dahm huruf a dan huruf b' perlu

menetapkan Peraturan Bupati t -"t"rl.q . Pedoman

Pengelolaan Bantuan Keuangan bersifa!- Khusus

xlpiaa Pemerintah Desa untuk Pengadaan Kendaraan

O&rasional Roda Empat dan Roda Dua Dari Anggaran

dndapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 LenLang

p"*U.it"t". Iiabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

irf.-":" Utara di Prbvinsi Sul'awesi Selatan (kmbaran
irEG-n"prulik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 27'

i"fiU*r""' Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 427O);

b

c
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
peruUahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
tairUatran- kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Peme-rintah Nomor 47 Tahun 2O15 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tenta:ng Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor-6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157'
tamUafran kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6- 
tentang Pedoman Pengelolaan KeuanBan Daerah

;;;-.r" telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang

P;J.*." Pengelolaan Keuangan Daerah- (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luqru Timur Nomor 5

Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

K;;;g"" D""rah Kabupatett Lr1*-o Timur (Lrmbaran

Daerad Kabupaten Uuwu timur Tahun 2oO9 Nomor 5'

i"*U.fr.r, trmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

N"i". ZSf 5slagaimana telah giuUah dengan

P;t"*" Oaeratr [abupaten Luwu Timur Nomor 12

Tahun 2014 tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah

if*U.,p"t"tt Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
pot<ot-pofot Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

L"*" ti-"t (Gmbaran Daerah Kabrrpaten Luwu

iit""t t"fr"" iO1+ Nomor 12, Tambahan lembaran

Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

7. Peraturam Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3

Tahun 2015 tentang Desa (trmt3ran Daerah

X.brrp"t"r, Luwu Tiriur Tahun 2015 Nomor 3'

ilGrh.t lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

Nomor 94).



Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, Yang dimaksud dengan:

1. Daerah adatah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSI(AN:

2. Pemerintah Daerah adalah Br-rpati sebagai rlnsrlr penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ada.lah Bupati Luwu Timur.

4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati
di kccarnatarr.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah
Badal Pengelolaan Keualgan Daerah Kabupaten Lulu'n-r Timur'

6. Dinas Pemberdayaan iv{asyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD

ada,lah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur'

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepenringan
maryarakat setempat. berdasarkan prakarsa maslrarakat, hak asal usul
dani atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di
I(abupatcn Lu""-.r Ti rnur.

g. pemerintah Desa adalah Kepata Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penvelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemer-intahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan RePublik Indonesia'

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
Badati Pei'miislaw.ifaiafi Desa dalar-n wilayale Kabupaten L-,iwr: Ti,tiur.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
_ 
disingkat

ApBb adaiah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
der-igtrLn Perda.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelinggaraan pemerintahan desa yang dapat ciiniiai dengan uang

i".-r"rk - didalamnva segala bentuk kekavaan vang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut'

l3.AnggaranPendapatandanBelanjaDesayangseianjutnyadisebutAPB
DeJa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa'

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PENGADA-a-N KF NDAFSAN OPEFASIONAL P-ODA EI\rIPA.T

DAN RODA DUA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.



14. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepa.da Pemerintah Desa, yang
seLanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan
keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dimana
peruntukan dan pengelolaannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa.

16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur ddam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.

17. Profi Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan
kemajuan dan perrrasalahan yang dihadapi desa.

18. Administrasi Desa adalah keseluruhan prioses kegiatan pencatatan data
dan informasi mcngcnai pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dcsa.

19. Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang seianjutnya
disebut P2MP addah Dana hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Timur kepada Pemerintah Desa untuk digulirkan kepada
masyarakat sebagai dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

2O.Pajak Bumi dan Bangunan seLanjutnya disebut PBB adalah pdak yans
dipungut atas tanah dan bangunan.

BAB II
ASAS

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan Khusus dikelola berdasarkan asas :

a. transparan;
b. akuntabel;
n tarti'l-r.rlon

d. disiplin anggaran.

(2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa
dalam pengelolaan Bantuan Keuangan, masyarakat dapat mengakses
informasi seluas-luasnya.

(3) Akuntabel sebagaimana rlimaksud pa.da ayat (l) huruf b, adalah bahwa
dalam pengelolaan Bantuan Keuangan dapat dipertanggungiawabkan
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Tcr.jb scbagaimana dimaksud pada ayat (1.) hur.rf c, adalah bahrva
dalam pengelolaan Bantuan Keuangan harus dilaksanakan secara teDat
waktu dan tepat guna.

(5) Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah
bahwa daiam pengeioiaan Bantuan Keuangan di dukung dengan bukti
administrasi yang dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bantuan Keuangan dikelola dengan prinsip :

a. hemat;
b. terarah dan terkendali; dan
c- dapat diperta;:ggungiarvabkan secara aCrninistrasi, teknis Can hukum'

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

BABV

SASARAN

Pasal 6

BAB VI
KRITERiA

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. memberikan pedoman kepada Pemerintah- Daerah dalam menyalurkan

Barrtuan Keuaurgan u"iuk pt"g'ttaarr Kcrrdaraalr Opcrasiorrai Roda

Empat dan Roda Dua bagi Pemeintah Desa;

b. mer:rberikanr dasar hukum 'Jan pedoman Pemerinta-h Des"r dalam

mengelola a* -.-p.ttanggungiawabkan Bantuan Keuangan Khusus

untuk Pengaa"". x.'J"t"it' of,tt""ional Roda Empat dan Roda Dua

bagi Perncrin'ta1i Desa; dan

c. membenkan pecloman kepada Pemerintah Desa dalam pengadaan dan

pemanfa'atan xt"a"i^""-6p"-'-siot'o1 Roda- Ernpa't clan R'oda Dr-ra ba-gi

^Pemerintah Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan '

Pasal 5

uiur ditetapkannya Peraturan Bupaii ini aciaiah unLuk:

inew-ujudkan kepastiail hukuni dalani pelgelolaal

pertanggunjawrU^tt ptt'gg'naan Bantuan^Keuangan Khusus

Pengadaan Kendaraan ffierasiona't Roda Empat dan Roda Du

ruJ

a.

b

dan
untuk
a bagl

Peminntah Desa; dan

mewuiudkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Pengadaan

[,#.:;.1l".i"'""i nl;;-;;p;; e''i R"d" Dua bagi Pcmcrintah

il.-"IlJr*.t f,iir, .ti"i"", transparan dan akLrntabel'

Sasaran Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah desa untuk:

a. pengadaan kendaraan operasiona-l Roda- 
-Ernpat 

diper''rntukka'n kepada

Pemerintah desa sebagai kendaraan operastonal Kepala Desai dan

b. pengadaan kendaraan Operasional R:91-,P'" diperuntukkan kepada

Pemerintah Desa seoagai kendaraan operasionai Kepala Dusun'

Pasal 7 
laan

(1)Bantuanl.:-TJT,.,*HH"Tffit3:,ffiHnffi,li^itl,1uu""il?ii"',
f#;:r"il"YH3;?# ;# fiil; i.' e"*r"l' dite ntukan'



(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel secara tertib dan
ter aLr:r ;

b. pengisian protll, penyelenggaraa-n administrasi desa cian perencanaan
desa ;

c. pengelolaan P2lr{P yang optimal;

C. kebersihen desa; dan

c. rcalisasi PBB.

(3) Desa y a-ug mendapa*Jran bantuan keua-ngan kirusus adalali desa pada

masing-masing kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dari penilaian

kritena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot nilai masrng-

masing kriteria sebagai berikut :

a. pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur,
dengan bobot nilai 35% (ilga puluh iima persen);

b. pengisiilr Prolil Desa, Perryelenggan'aal Adrnilistlasi De sa, darr

Pe.encanaan Desa dengan bobot nilai 3O% (tiga puluh persen);

c. pengelolaa:r P2MP, dengarr bobot nilaj 15o/T (lima- trelas persen);

d. kcbcrsihan Dcsa, dcngan bobot nilai 10% (scpuluh pcrscn); dan

e. realisasi PBB, dengan bcbot niiai 10% (sepuluh persen)'

Pasal 8

Pasal 1 1

pengelolaan Keuangan dan Aset Desa secara tertib dan teratur sebagaimana

<iimaksud daiam Pasa1 7 ayat (2i huruf a adalah:

a. reriaksaneiJrya proses administrasi kcuaurgan dengaur baik' rnulai riari

pa..rr."nrrir, pelaksanaan Can penatausahaan keuangan yang sesuai

i..rg"., ketentuan perundang-undangan; dan

b. pengelolaan aset desa yang baik berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 9

Pengisian Profil, Penyelenggaraan administrasi desa dan perencanaan desa

."big.ir.r-, <liinaksud daiarn Pasai 7 ayaL i2i iruruf b adalah:

a. tersedia dan terlapornya prolil desa kepada DPMD dan Kementerian Desa

berdasarkan '""ebiite kementerian Desa secara berkala dan terupdate;

dan

b. terkelolanya secara baik dan terinci administrasi desa dan perencanaan

desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 10

Pengeloiaan P2MP sebagaimana dimak:"g. ti11"t Pasai 7 ayat (2) huruf c

;;;iJ bergulirnya ct^ni pztt'tp sccara baik di Desa yang ditandai dcngan

berkurangnya jumlah dana tunggakan P2MP'

Kebersihan Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d

adalah terciPtanya litSl*g" d"o y*g bersih' sehat' asri dan tersedianya

sanitasi lingkungan.



I'#:H*",?;',BffiHJffd*i# 
j::l,J.g*(2)hurureada,ah

,'r#i#*,#i#*#.11t#+#3*,;*:rrn"F:sir
a. kebersihan-r"#,Jffi::J::a av.t (1) sebagai berikut:
b. realisasi pBB.

(3) Dusun yang menda
yang memperoran n*fu 

banfuan keuangaa khusus addah Dusun
dimaksud pada ayat ;llr.:Hflr3J.:ffi *;" ;;;#*,"
a. kebersihan

persen); dan
lingkungan/dusun, dengan bobot 50% (lima puluh

b. realisasi PBB, dengan bobot 50% (lima puluh persen).

Pasal 14

Kebersihan Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal t3 ayat
(2) huruf a adalah terciptanya lingkungan/dusun yang bersih, sehat, asri
dan tersedianya sanitasi lingkungan.

Pasal 15

Realisasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hun'rf b
adalah pencapaian pembayaran PBB tahunan yang ada di Dusun'

BAB VII

PEI{YALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

PenYaluran

Pasal 16

Il) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaant" 
il;;;;; op..?"-"J Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

O nuruf a, apabila memperoleh nilai tertinggi dari penilaian kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)'

(2) Banruan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Pengadaan

Kendaraan tlp".""ronal ioda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b, apabila -!*pttotttt nilai iertinggi dari penilaian kriteria

".U.S.i*urr" 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)'

(3) Bantuan Keuangan Khusus disalurkan melalui rekening kas pemerintah

desa dan tertuang dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan'

(4) Ketentuan mengenai Penetapan Desa dan Besaran Bantuan Keuangan
t ' Khr"r" ditetapkan dengan Keputusan Bupati'



Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 17

(1) Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh Pemerintah Desa
dipergunakan untuk pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat
untuk Pemerintah Desa dan Kendaraan Operasional Roda Dua untuk
Kepda Dusun.

(2) Jenis/tipe Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan
Operasional Roda Dua yang pengadaannya dibiayai dari Bantuan
Keuangan Khusus berdasarkan persetujuan Bupati.

(3) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (11 meliputi:

a. pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat bagi Pemerintah Desa

dan kendaraal Roda Dua bagi Kepala Dusun;

b. biaya administrasi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, pajak,
dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

c. biaya ongkos kirim/pengambilan atas barang dan jasa yang akan
diadakan (apabila diperlukan); dan

d. biaya administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, paling banyak sebesar

2 o/o {d.ua persen).

Bagian Ketiga

Pertanggungiawaban

Pasal 18

Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus bertanggungiawab secara

formal dan -it .i"l atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya'

Pasal 19

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungiawalanBffts%:?il

;;;"-K;;^r,g." Khr.-t"'s kePada -BuPati 
mt

t *b;; kepad-a Kepala DPMD dan Camat'

BAB VIII

PENGADAAN DAN PEMANFAATAN

Bagran kesatu

Pengadaan

Pasal 2O

,u[xffi ffi e]53,::r.u:;sffi,,ffi li+:Hii**
o'i.ffi,,-mm'*rtmtt.t*ffi rffi 'm
'lm#

Desa.



Pasal 21

(1) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua dan Kendaraan' ' 
opcrasional Roda Empa.t dilaksanakan bcrdasarkan pcdoman dan tata
car" p"ngaa"an Barang dan Jaea di desa yang bersumber dari APBDesa.

(2) Dalam hal proses Pengadaan Kendaraan Operasional Roda E- mpat dan
Kendaraan bperasional Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berkoordinasi melalui bagian layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Sclcretariat Dacrah l(abupaten Luwu Timur.

(3) Hasil pekerjaan Pengadaan Kendaraan operasional Roda Empat dan' ' 
Kenda.man operasional Roda Dua dinyatakan selesai loo%o (seratus
persen), ap"Uita Penyedia Barang dan Jasa telah menyerahkan
i<endaraan'operasional Roda Empat dan/atau Kendaraan operasiond
Roda Dua beserta kelengkapannya, berupa:

a. Buku Pemiuk Kendaraan Bermotor atau salinan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor asli;

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;

c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dbn

d. Kunci kontak, buku scrvice, t@lkitdan kelenglapan lainnya'

(4) Kendaraan Operasional Roda Empat dan/ atau Kendaraan Operasional
' ' noa" Dua bcserta kelengkapannya scbagaimana dimaksud pada ayat (3)

ai*i.ttf". oleh Tim fitg"toU-f"giatan kepada Kepala Desa dengan

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan'

(5) Apabila Penyedia Barang dan Jasa belum dapat menyerahkan Kendaraan
'-' O-p.r*.iorri noa" emp*:t dan Kendaraan Operasional Roda Dua beserta

f.Jfi"gk"p", t"t a"ti"o 5glagaimana aimatttua pada ayat (3)

;;;;t;ffiiJ;* wajib membuat surat Pemvatall bermaterai. untuk

*"i""nipi tetengtapan tersebut- paling-lama 3 (tigal hari keq'a sejak

diterima iari lemUaga yang menerbitkan'

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal22

(1) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasiond Roda

Dua hasil pengaaaan merupakatt Kendaraan milik Desa yang

dipergunakan "t 
t"t tettuttj'og kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintah desa.

(2) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda

Dua se@aimana ;;d;e-p"i" "v"t 
(1) melja$ A:-t-P1=-d*

pemeuharaatr *I""fi;t;- Lpt""rtt'y" 
-menjadi 

tanggungiawab

Pemerintah Desa.

(3) Pemanfaatan/ penggunaan Kendaraan Operasional Roda Empat dan

Kendaraan operas,oiaiToa"-rit" *u"g"itt"t" dimaksud pada ayat (1)

&t"t"pt^tt dengan Keputusan KepaLa Desa'

(4) Biaya pemeliharaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)' dibebankan

pada APBDesa Ailuar sa;tuen Keuangan uniuk pengadaan Kendaraan

6p"o"1"""f noaa empat dan Kendaraan operasional Roda Dua'

(5) Kendaraan Operasional Roda Empat dan Kendaraan Operasional Roda

Dua bagi p"-e,,"Iai-;;; ;;ggt'"akan Tanda Nomor Kendaraan

germotoi dengan warna dasar merah'



(6) Kendaraan Operasional Roda Empa.t dan Kendaraan Operasional Roda
Dua dilarang dijadikan agunan pinjaman dan dipindahtangankan
kepada pihak lain.

BAB IX

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagran Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh
Bupati.

(21 Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (71'

Bupati membentuk Tim.

(3) Pembinaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan Bantuan
KeuanganKhusus; dan

b. pemberian pedoman dan bimbingan pelaporan Bantuan Keuangan
Khusus.

(4) Ketentuan mengenai Pembentukan Tim Pembinaan sebagaiamana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

( 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan

dilakukan sebagai upaya pengenda-lian kegiatan agar tepat guna, tepat
waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berjenjang oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten'

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
' ' dilaksanafan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada

saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan'

(4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi
kegiatan mauPun fisik.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 25

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan berupa

pengawasan umum oleh ma"yattkat dan pengawasan fungsional oleh

ip"t"t Pengawasan Internal Pemerintah'

(2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh BPb dan ditujukan terhadap kebijakan

pengelolaan Bantuan Keuangan'

(3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
'-' 

""uig"l*ana 
dim-aksud pada ayat (r), ditujukan terhadap pelaksanaan

p.t gIlolr"tt Bantuan Keuangan beserta kegiatannya'



(4) Apabila berdasarkan hasil pengawasar umum oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi te{adinya
penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan, maka
penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa,
tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

(5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas
Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan
indikasi te{adinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Bantuan
Keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB X

VERIFIKASI DAN FASILITASI

Pasal 26

(1) Camat melakukan verifikasi penggunaan dana dan fasilitasi pelaksanaan
pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap
pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus.

(2) Biaya operasional pelaksaraan verifikasi dan fasilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada
Kecamatan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang tidak sesuai ketentuan,
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB xII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus tidak mengikat, tidak terus menerus,
tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 29

Perencaaan kegiatan harus akurat dan apabila ditemukan
kekurangan/ spesifikasi barang dalam realisasi kegiatan, maka harus
memenuhi target minimal spesifikasi barang sesuai Rencana Anggaran dan
Biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 30

(1) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dikarenakan
kesalahan/ kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka
dana Bantuan Keuangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran
selanjutnya.

(2) Apabila Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat disalurkan sampai
dengan akhir tahun anggaran berkenaan bukan karena
kesalahan / kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka
pencairan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Bupati.



,)

BAB XII
KSTENTUAN PENUTUP

Pasal 3 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Birpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

.:l : .
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Ditetapkan di Malili
pada tanggai, 28 ApriL 2OIl

BUPATI LUWU TIMUR,

Diundangkan di Malili

pada tanggal, 28 ApriT 2ol7
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